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MODEL PERLINDUNGAN HUKUM PASAR TRADISIONAL 
(STUDI KONFLIK PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN  
DI KOTA SURAKARTA) 
Abstrak 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 1) implementasi kebijakan perlindungan hukum pasar 
tradisional di Kota Surakarta, (2) penyebab terjadinya konflik pasar tradisional dan pasar modern di Kota 
Surakarta dan (3) model penyelesaian konflik pasar tradisional dan pasar modern di Kota Surakarta. Penelitian ini 
menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis dengan populasi penelitian berupa 44 pasar tradisional di 
Kota Surakarta. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dengan menggunakan 
sampel 17 pasar tradisional berdasarkan kelas pasar dengan sub populasi yang mempunyai tipologi yang 
homogen.  
Hasil dari penelitian ini adalah (1) Implementasi perlindungan hukum pasar tradisional yang ada  di 
Kota Surakarta antara lain perlindungan hukum preventif, represif, dan fungsional, (2) penyebab konflik antara 
pasar modern dan pasar tradisional di Kota Surakarta yaitu penyebab secara juridis normatif dan sosiologis, (3) 
Untuk menyelesaikan konflik dapat dikategorikan preventif dan represif. Secara garis besar upaya pencegahan 
konflik yang terjadi di pasar tradisonal adalah berupa aspek regulasi dan aspek pelaksanaan, sehingga eksistensi 
penguatan dan model perlindungan hukum pasar tradisional di Kota Surakarta bisa berjalan dengan baik 
Kata kunci: model, perlindungan hukum, pasar tradisional 
Abstract 
This research aims to determine 1) implementation of the policy of legal protection of traditional market in 
the city of Surakarta, (2) the causes of the occurrence of conflicts of traditional markets and modern market in 
Surakarta and (3) a model of conflict resolution and modern market, traditional market in the city of Surakarta. 
This research use sociological methods of juridical approach with a population research in the form of a 
traditional market in the city of 44. Sampling technique used was purposive sampling using a sample of 17 
traditional markets based on the class market with sub populations have a homogeneous typology. 
the results of this research are (1) the implementation of legal protection existing in the traditional market 
town of Surakarta, among others, preventive, repressive legal protection, and functional, (2) the causes of the 
conflict between modern and traditional market market in Surakarta causes in juridis normative and sociological, 
(3) to resolve conflicts can be categorized preventive and repressive. Outline of conflict prevention efforts that 
occur at traditional markets is in the form of regulatory aspects and aspects of implementation, so that the 
existence of a model of legal protection and the strengthening of traditional market in Surakarta city could run 
well 
key words: model ,  legal protection, the traditional market 
 
PENDAHULUAN 
Pasar Tradisional  dahulu merupakan tempat yang digunakan semua kalangan masyarakat 
berbelanja untuk memenuhi kebutuhan. Pasar tradisional menjadi simbol ekonomi kerakyatan, 
karena lebih mampu menyediakan akses untuk kehidupan bagi perekonomian bagi  masyarakat 
umum bahkan kalangan bawah. Dalam banyak hal pasar tradisional lebih mampu memberdayakan 
ekonomi kerakyatan karena jelas banyak sekali akan menyerap tenaga kerja dibandingkan dengan 
pasar modern. Namun kenyataannya dewasa ini, pasar tradisional kondisinya semakin 
terpinggirkan. Pasar tradisional bergelut dengan permasalahan internal maupun eksternal. Masalah 
internal pasar tradisional antara lain bangunan pasar yang tidak memadai ditandai dengan buruknya 
tempat berjualan baik kios maupun los  yang kotor, kumuh, tidak sehat dan bau. Fasilitas pasar yang 
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kurang memadai ditandai dengan buruknya sistem keamanan, penerangan, akses jalan, sanitasi, dan 
lain sebagainya. Ditambah pula dengan minimnya permodalan dan menejemen yang masih 
tradisional. Pola-pola perilaku para pedagang dan pengelola pasar yang kurang bisa mendukung 
daya saing pasar semakin membuat pasar tradisional terpinggirkan. Sedangan masalah eksternal 
adalah semakin banyaknya pembangunan pasar modern yang semakin menyudutkan pasar 
tradisional. Dilain sisi, perkembangan pasar modern di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir 
relatif tinggi. Pasar modern seperti supermarket, hipermarket, departemen store, minimarket 
maupun mal-mal perbelanjaan berdiri begitu signifikan dan keberadaannya terus menggeser 
eksistensi pasar-pasar tradisional. 
Konsumen dalam memilih tempat belanja didasarkan pada hal-hal yang rasional seperti 
tempat yang nyaman,bersih, aman, kualitas barang, harga yang lebih murah serta efisiensi waktu. 
Hal-hal tersebut dapat dijumpai di pasar modern baik itu supermarket,hipermarket, mall bahkan 
minimarket. Usman Hidayat menyatakan salah satu hal yang menyebabkan terus berkembangnya 
pasar modern sekaligus mematikan pasar tradisional adalah preferensi konsumen. Faktor  preferensi 
konsumen dalam mengalihkan tempat belanja dari pasar tradisional ke pasar modern memang 
dipandu oleh pilihan rasional, yaitu harga yang lebih rendah, lebih terjaminnya kualitas atas barang 
yang dibeli, dan tempat yang lebih nyaman.1 
Pasar tradisional semakin terpinggirkan dengan banyak berdirinya pasar modern. Berdasarkan 
data dari Kementerian Perindusrian (Kemenpeerin) pada tahun 2007 dan Kementrian Perdagangan 
(Kemendag) pada tahun 2011 jumlah pasar tradisional di Indonesia mengalami penurunan cukup 
drastis dari tahun 2007-2011. Pada tahun 2007, jumlah pasar tradisional di Indonesia mencapai 
13.450. Tapi pada tahun 2011, jumlahnya tinggal 9.950 “Pasar tradisional berkurang lebih dari 3 
ribu selama periode 2007-2011. Pada waktu yang bersamaan, Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia 
(Aprindo) juga merilis kenaikan jumlah retail modern yang cukup signifikan tahun 2007-2011. 
Kenaikannya hampir 8 ribu retail modern. Lambat laut pasar tradisional makin terpuruk dan dilibas 
oleh pasar modern demikian dinyatakan oleh  Tino Rahardian (Sekjen IKAPPI).2 Kota Surakarta 
sendiri menurut Fauzi Sukri (Joglosemar, 19 November 2015)  Data pada Badan Penanaman Modal 
dan Perijinan Terpadu Kota Surakarta (BPMPT)  sejak tahun 2006 sampai dengan 2012 jumlah 
                                                 
1 Usman Hidayat, Preferensi Konsumen: Strategi Pengembangan Pasar Tradisional, Institute for Development of 
Economics and Finance (INDEF), Jakarta-IndonesiaISSN: 1410-2625, Volume 9 Nomor 2, April 2008 
2 http://www.neraca.co.id/article/38397/ikappi-uu-perdagangan-lemahkan-pasar-tradisional 
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minimarket di Surakarta sudah mencapai 48. Sedangkan dari tahun 2012 sampai 2015 sudah 
melonjak mencapai 70 minimarket.  Pada waktu ini yang sedang mengantre untuk mengajukan izin 
sebanyak 19 minimarket.3 Jumlah itu  mengalahkan angka pasar tradisional yang sekarang 
berdasaran data dari Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta sebanyak 44 (empat puluh empat) 
pasar tradisional itupun sudah termasuk pasar yang khas / tematik. Artinya pasar yang menjual yang 
khusus menjual produk-produk tertentu saja / produk berdasarkan produk ciri khasnya seperti pasar 
onderdil, pasar burung, pasar ikan, atau bahkan pasar kain dan lain sejenisnya. 
Pasar tradisional  agar tidak terus tergerus oleh pasar modern maka salah satu instrument yang 
dibutuhkan untuk menata dan mengelola pasar tradisional adalah melalui instrument hukum. Dalam 
hal ini dibutuhkan political will, komitmen, kemauan, dan tanggung jawab pemerintah dan negara.  
Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa dalam konsep negara hukum kesejahteraan, negara dituntut 
untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial ekonomi yang dihadapi oleh 
rakyat banyak. Pemikiran demikianlah yang menjadikan legalisasi bagi penganut negara 
intervensionis pada abad  20. Dalam berbagai masalah sosial dan ekonomi untuk menjamin 
terciptanya kesejahteraan bersama dan masyarakat kehadiran negara perlu dan bahkan harus 
melakukan intervensi.4 
Pemerintah telah menerbitkan peraturan perundang-undangan mengenai keberadaan pasar 
tradisonal dan pasar modern. Regulasi atau peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu 
memberikan perlindungan maupun pemecahan masalah yang dihadapi pasar tradisional. Pada 
hakekatnya penciptaan hukum adalah sebagai suatu sarana atau instrumen untuk mengatur hak-hak 
serta kewajiban-kewajiban subyek hukum. Namun pada perkembangannya hukum juga mempunyai 
yang lebih yaitu fungsi perlindungan. Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. 
Hukum berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia 
terlindungi, hukum harus dilaksanakan menurut Sudikno Mertokusumo.5  
Permasalahan yang dirumuskan dalam penelitian ini meliputi tiga pokok permasalahan 1) 
implementasi kebijakan perlindungan hukum pasar tradisional di Kota Surakarta, 2) Penyebab 
terjadinya konflik pasar tradisional dan pasar modern di Kota Surakarta, 3) Model penyelesaian 
                                                 
3 M Fauzi Sukri, Pasar Minimarket,Joglosemar,19 November 2015 
4Jimly Assiddiqie, Gagasan Kedaulatan Rakyat Dalam Konstitusi Dan Pelaksanaannya Di Indonesia, , Jakarta , PT 
Ichtiar Baru Van Hoeve, hlm. 223 
5 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, Suatu Pengantar,Liberty, Yogyakarta, 1996, hlm 140 
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konflik pasar tradisional dan pasar modern di Kota Surakarta. Tujuan dari penelitian ini meliputi 
mengetahui implementasi kebijakan perlindungan hukum pasar tradisional di Kota Surakarta,  
mengetahui penyebab terjadinya konflik pasar tradisional dan pasar modern di Kota Surakarta , 
mengetahui model penyelesaian konflik pasar tradisional dan pasar moderndi Kota Surakarta . 
METODE PENELITIAN 
Penelitian tentang Model Perlindungan Hukum Pasar Tradisional (Studi Konflik Pasar 
Tradisional dan Pasar Modern Di Kota Surakarta), merupakan jenis penelitian eksploratori. 
Penelitian eksploratori dilakukan untuk lebih memahami gejala atau permasalahan tertentu. 
Sebagaimana tujuannya untuk lebih mengenal atau memperoleh pandangan baru tentang suatu 
gejala, yang seringkali untuk dapat merumuskan masalah penelitian  dengan lebih tepat atau untuk 
dapat merumuskan hipotesis.6  Penelitian ini menggunakan metode pendekatan Yuridis Sosiologis. 
Pendekatan Yuridis Sosiologis ini digunakan untuk mengkaji masalah yang terjadi dimasyarakat 
atau penerapannya dalam kenyataan kemudian mengkaitkannya dengan peraturan perundang-
undangan yang berlaku. Dapat dijadikan arahan untuk menganalisa gejala hukum yang timbul dan 
kemudian hasil pembahasan yuridis tersebut akan diarahkan pada aspek sosiologis.7 Secara yuridis 
penelitian ini memfokuskan peraturan perundang-undangan yang berisi tentang perlindungan pasar 
tradisional, sedangkan secara sosiologis penelitian ini fokus mengkaji tentang efektifitas 
pelaksanaanya dan konflik yang terjadi di lokasi penelitian. Jadi penelitian ini bertujuan untuk 
menemukan fakta (fact finding), kemudian dilanjutkan dengan menemukan masalah (problem 
finding), kemudian menuju pada identifikasi masalah (problem identification) dan akhirnya menuju 
kepada penyelesaian masalah (problem solution).8 
Penelitian tentang pengelolaan pasar tradisional dan modern in difokuskan di Kota Surakarta. 
Sumber Data Primer data diperoleh langsung melalui penelitian di lapangan dan bersumber dari 
Pemerintah Kota Surakarta dalam hal ini Dinas Pengelolaan Pasar dan Pedagang Pasar Tradisional   
di wilayah Kota Surakarta. Dalam usaha memperoleh data primer, digunakan wawancara 
(interview) dengan para pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam 
penelitian ini. Informasi yang akan digali antara lain adalah informasi mengenai kebijakan dan 
implementasi perlindungan  hukum  pasar tradisional, konflik yang terjadi antara pasar tradisional 
                                                 
6 Irawan Soehartono, Metode Penelitian Sosial, PT Remaja Rosdakarya,Bandung  2011,hal 33-34 
7Bambang Waluyo, Penelitian Hukum Dalam Praktek, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, hal 20 
8 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta, 1986 
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dan pasar modern di wilayah Kota Surakarta. Sedangkan data sekunder  diperoleh dari peraturan 
perundang-undangan dan literatur ilmiah lainnya berkaitan dengan masalah yang akan diteliti.9 
Untuk bahan hukum sekunder terdiri dan buku-buku; jurnal, makalah, tulisan yang terkait. 
Sedangkan bahan hukum tertier terdiri dari kamus hukum, kamus besar Bahasa Indonesia, surat 
kabar dan lain sebagainya. 
Teknik Pengumpulan Data menggunakan Teknik Wawancara. Interviw (Interview) yang 
sering disebut dengan wawancara atau kuesioner lisan adalah sebah dialog yang dilakukan oleh 
pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.10 Dalam penelitian ini wawancara 
mendalam akan dilakukan kepada Pejabat pada Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta. 
Wawancara mendalam juga akan dilakukan kepada sejumlah pelaku pasar tradisional yang dipilih 
melalui purposive sampling. Dalam  hal ini sampel yang digunakan adalah pedagang pasar 
tradisional di wilayah Kota Surakarta. Pemilihan sampel dipilih dari sub populasi yang mempunyai 
tipologi yang homogen. Pasar tradisional di Kota Surakarta terbagi atas kelas-kelas pasar dengan 
klasifikasi secara homogen berdasarkan atas antara lain : letak pasar, luas lahan, jenis bangunan, 
jumlah pedagang (los, kios, dan pelataran), income, omzet (peredaran uang), jumlah kios, jumlah 
los, jumlah pelataran, waktu efektivitas, dan fasilitas pasar. Kelas pasar tradisional di Kota 
Surakarta dibagi menjadi kelas pasar dari yang tertinggi sampai yang terendah yaitu : IA,IB, 
IIA,IIB,IIIA dan IIIB. Peneliti mengambil sampel dari 17 (tujuh belas) dari 44 (empat puluh empat) 
dan dipilih pasar yang terutama komoditas barang dagangannya campuran dari berbagai kebutuhan 
sehari-hari.  
Teknik analisa data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik analisa kualitatif, 
artinya dalam penulisan hanya berisi uraian-uraian dan tidak menggunakan data statistik.11 
Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menafsirkan fenomena yang terjadi  dan dilakukan 
dengan jalan melibatkan metode yang ada.12 Informasi dari narasumber yang berhubungan dengan 
pokok permasalahan dipilih yang berkualitas, yang kemudian disajikan secara deskriptif, artinya 
memberikan gambaran rinci, sistematis dan menyeluruh mengenai segala sesuatu yang 
berhubungan dengan masalah yang diteliti. 
                                                 
9 Sorjono Soekanto, Sri Mamudji,” Penelitian Hukum Normatif”, Jakarta: Rajawali Press, 2003 hal 13 
10 Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktik), Jakarta;PT Rineka Cipta;2006 hal 154 
11Sugiyono,Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R & D.Bandung:, Alfabeta ,2008,hlm 32  
12 Lexy.J.Moleong.Metode Penelitian Kualitatif.Edisi Revisi.Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009,hlm 5 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian ini  secara keseluruhan ini menghasilkan 3 (tiga) bahasan.1) Implementasi 
perlindungan hukum  pasar tradisional di Kota Surakarta, 2) Penyebab terjadinya konflik pasar 
tradisional dan pasar modern di Kota Surakarta , 3) Model penyelesaian konflik pasar tradisional 
dan pasar modern di Kota Surakarta.   
A.  Perlindungan Hukum  
Berdasarkan hasil penelitian perlindungan hukum yang dilaksanakan pemerintah kota 
Surakarta terhadap pasar tradisional antara lain : 
1.  PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF 
a. PRODUK PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF 
Pelaksanaan Perlindungan Hukum Preventif bagi pasar tradisional didapati dalam  bentuk 
diterbitkannya atau disediakannya berbagai perangkat aturan-aturan hukum baik ditingkat pusat 
maupun daerah yang bertujuan melindungi keberadaan pasar tradisional. Aturan aturan hukum yang 
diterbitkan oleh pemerintah pusat antara lain : UU, Perpres, Permendag RI dan Permendagri RI. 
Sedangkan aturan-aturan hukum di tingkat Kota Surakarta berwujud antara lain : Perda  serta 
Peraturan Walikota. 
b. IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PREVENTIF 
 Adapun untuk mengimplementasikan perlindungan sebagaimana tersebut diatas Pemerintah 
Kota Surakarta mempunyai program antara lain : 
1)   Revitalisasi dan Rehabilitasi Pasar Tradisional 
Pemerintah Kota Surakarta memiliki komitmen yang serius untuk menjalankan program 
revitalisasi pasar tradisional, hal ini dibuktikan dengan dimasukannya program revitalisasi pasar 
kedalam  prioritas RPJMD Kota Surakarta tahun 2011-2015.   Salah satu program prioritas tersebut 
adalah terkait pengembangan ekonomi kerakyatan, yaitu pembangunan dan pengembangan pasar 
tradisional, dari sisi bangunan fisik maupun non fisik, seperti penguatan pedagang pasar dalam 
rangka meningkatkan keunggulan kompetitifnya.  
2)  Pembinaan dan Pelatihan  
Salah satu kewajiban pemerintah daerah adalah menyelenggarakan pembinaan kepada para 
pedagang pasar. Pembinaan ini meliputi antara lain : cara menejemen berdagang, penataan barang 
dagangan, pedagang cenderung kurang ramah dan kurang terlatih untuk melayani pembeli. 
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Berdasarkan hasil penelitian ini memang belum banyak pedagang yang mendapatkan pelatihan 
maupun pembinaan . Jika ditinjau dari anggaran yang sudah ditetapkan untuk pembinaan dan 
pelatihan ini hampir setiap tahun Dinas Pengelolaan Pasar mengadakan pelatihan dan pembinaan ini 
, namun dikarenakan anggaran pembinaan yang terbatas maka belum semua menjangkau semua 
pedagang pasar yang jumlahnya mencapai ribuan. 
3)  Legalisasi Usaha dan Tempat 
Sesuai dengan ketentuan pedagang yang menempati kios dan los diwajibkan mempunyai SHP 
(Surat Hak Penempatan).  Penerbitan SHP dan KTTP  ini merupakan beschikking dari Pemerintah 
Kota Surakarta kepada pedagang pasar  dengan ketentuan didalamnya yang memuat antara lain hak 
dan kewajiban pedagang.  Hak tersebut itu pula dapat mencegah terjadinya sengketa antar pedagang 
dalam menempati lokasi atau memanfaatkan tempat tempat di pasar.  
Pemberian istilah SHP dan KTTP ini hanya terdapat di Kota Surakarta, jika mengacu kepada 
Peraturan Menteri Dalam Negeri No 20 Tahun 2012 Pengelolaan Dan Pemberdayaan Pasar 
Tradisional bahwa pedagang yang memanfaatkan tempat usaha harus memiliki Surat Izin Tempat 
Usaha (SITU). Sehingga hal ini perlu perlu mendapat perhatian dari pemerintah agar peraturan 
daerah untuk izin tempat usaha pedagang pasar tradisional ini dapat disesuaikan dengan peraturan 
yang lebih tinggi dan berskala nasional. Sinkronisasi sangat penting agar tidak terjadi tumpang-
tindih dalam suatu aturan hukum  dan juga untuk menghindari konflik hukum yang mungkin 
timbul.  
4)  Kebijakan Pendirian Pasar Modern 
Kebijakan Pemerintah Kota Surakarta terkait dengan pasar modern dengan dikeluarkanya 
Perda No 1 Tahun 2011 yang mengatur pendirian pasar modern berkaiatan dengan jarak, zonasi dan 
jenis dagangan. Semenjak tahun 2014 pemerintah Kota Surakarta jug mengeluarkan kebijakan 
mengatur tentang moratorium pendirian minimarket. Hal tersebut tertuang dalam Surat Edaran (SE) 
No 510/1519.1 tentang  Pembatasan Usaha Toko Modern Minimarket dimana salah satu point 
penting dalam surat edaran tersebut adalah terhitung sejak Hari Senin, Tanggal 12 Bulan Mei Tahun 
2014 untuk ditundanya proses pendirian ijin Usaha Toko Modern (IUTM) Minimarket sampai 
dengan diterbitkannya kebijakan lebih lanjut oleh Pemerintah Kota Surakarta.  
2.  PERLINDUNGAN HUKUM REPRESIF 
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Dari penelitian menunjukan bahwa untuk pencabutan Surat Hak Penempatan (SHP)  yang 
diatur dalam Perda No 1 Tahun 2010  belum terdapat upaya bagi pedagang untuk membela diri 
dalam bentuk keberatan dan upaya lain atas perlakuan dari Dinas Pengelolaan Pasar. Diterbitkannya 
sanksi berupa sanksi administrasi atas pelanggaran Peraturan Daerah ini berupa  teguran lisan, 
teguran tertulis sebanyak-banyaknya tiga kali, pencabutan SHP dan/atau KTPP dan terakhir 
pengosongan tempat berdagang.  Penerbitan surat-surat  tersebut diatas tidak ada ketentuan batas 
waktu masing-masing surat hingga pencabutan SHP sehingga tidak ada hak bagi pedagang untuk 
membela diri baik dalam bentuk keberatan dan upaya lain atas perlakuan dari dinas selaku 
pengelola pasar.  Hal tersebut kurang sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 
yang terdapat dalam Undang-Undang No 30 Tahun 2014. Sehingga dipandang perlu adanya revisi 
peraturan daerah untuk  perlindungan hukum  pasar tradisional guna mengakomodir perlindungan 
hukum represif tersebut.  
3.  PERLINDUNGAN FUNGSIONAL 
Dinas Pengelolaan Pasar selaku instansi yang mendapat tugas/mandat dari Pemerintah Kota 
Surakarta diharapkan berperan proaktif dalam memberikan perlindungan fungsional. Peningkatan 
pengelolaan dan daya saing pasar tradisional yang akan membuat keberlangsungan fungsi pasar 
dapat dipertahankan, dilakukan beberapa hal antara lain: Kebersihan Pasar, Keamanan Dan 
Ketertiban Pasar dan Penyelenggaraan Air Bersih Dan Penerangan 
B.  KONFLIK PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN  
1.   KONFLIK PENDIRIAN PASAR MODERN. 
Berkembangnya bisnis dan industri di Indonesia yang sangat pesat menimbulkan banyak 
konflik bisnis. Konflik bisnis terjadi karena keinginan setiap pengusaha untuk menguasai bagian 
pasar seluas mungkin. Konflik bisnis juga terjadi antara pedagang tradisional yang berdagang di 
pasar tradisional (pasar jongkok) dan di warung-warung kampung dan pedagang supermarket serta 
dan gerai-gerai waralaba. Hadirnya supermarket dan gerai-gerai waralaba menyebabkan pedagang 
tradisional tersaingi. Mereka kalah persaingan dalam hal permodalan, harga barang, dan teknologi 
layanan. Dibeberapa daerah para pedagang tradisional memprotes hadirnya supermarket dan toko-
toko swalayan, waralaba disekitar warung mereka.13 
                                                 
13 Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik (teori,Aplikasi dan Penelitian) Salemba Humanika, 2010, hlm 66 
Comment [P5]: spasi didelete 
Comment [P6]: delete 
Comment [P7]: tanda sambung 
 
 
9 
 
Beberapa konflik yang muncul terkait dengan pendirian pasar modern berdasarkan hasil 
penelitian yang pernah terjadi secara garis besar  disebabkan  beberapa pelanggaran yang dilakukan 
oleh pasar modern terkait dengan pendirian pasar modern terhadap pasar tradisional yaitu : 
a.Tidak memperhatikan faktor-faktor lingkungan yaitu masyarakat pedagang pasar 
tradisional, PKL dan kesejahteraan masyarakat setempat. 
b. Tidak memperhatikan jarak pendirian dengan pasar tradisional sehingga akan menghalangi 
akses perdagangan masyarakat. 
c.  Tidak memperhatikan proses perijinan sesuai dengan ketentuan yang ada. 
2.  FAKTOR FAKTOR PENYEBAB KONFLIK 
Berdasarkan analisa faktor penyebab konflik itu dapat ditinjau dari 2 (dua) hal yaitu secara 
yuridis normatif dan sosiologis : 
a.   Yuridis Normatif 
Apabila ditinjau dari beberapa contoh konflik yang terjadi diatas penyebab utamanya yaitu 
tidak ditaati peraturan Perda No 5/2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pusat Perbelanjaan dan 
Toko Modern. Pelanggaran ketentuan tentang pendirian, zonasi, jarak dan waktu operasional 
berpotensi untuk terjadinya konflik baik dengan pedagang pasar tradisional maupun dengan warga 
masyarakat sekitar. 
b.   Sosiologis  
Terkait dengan konflik pasar modern dan pasar tradisional yang merupakan fenomena saat ini, 
dimana semakin berkembangnya pasar modern dan semakin tersisihkannya pasar teradisional. 
Fenomena konflik sosial ini dilatarbelakangi oleh berbagai faktor. Menurut Wirawan : konflik 
sosial timbul karena masyarakat terdiri atas sejumlah kelompok sosial yang mempunyai 
karakteristik yang berbeda satu sama lain. Masyarakat tersusun dalam kelompok dan strata sosial 
yang berbeda-beda.14 Didalam masyarakat tersebut terdapat perbedaan yang sangat mencolok antara 
kegiatan-kegiatan dan organisasi ekonomi yang dikembangkan menurut cara-cara yang modern 
yang menggunakan teknologi modern dengan organisasi masyarakat yang berkembang menurut 
cara-cara tradisional yang telah biasa dilakukan di dalam masyarakat tersebut maka timbulah apa 
                                                 
14 Wirawan, Konflik dan Manajemen Konflik (teori,Aplikasi dan Penelitian) Salemba Humanika, 2010,      hlm 81 
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yang kita namakan dualisme sosial, dimana didalam masyarakat tersebut terdapat dua sistem sosial 
yang sangat berbeda dan keduanya eksis secara berdampingan.15 
Mengenai dualismenya sendiri, Boeke mengawali penjelasannya dengan mengatakan bahwa 
arti ekonomi masyarakat memiliki 3 (tiga) ciri yaitu semangat sosial, bentuk organisasi, dan 
teknologi yang mendominasi. Saling ketergantungan dan saling keterkaitan antara ketiga ciri 
tersebut disebut sistem sosial atau  gaya sosial sosial.  
1) Semangat Sosial  
Pasar modern cenderung menekankan pada  ekonomi kapitalistik dimana kebebasan nilai 
individualistik/pribdi untuk mengembangka usaha. Pasar modern juga mempunyai sistem ekonomi 
yang dinamis dan sangat terpengaruh oleh nilai-nilai budaya global. Dengan orientasi keuntungan 
berlipat, sistem ekonomi kapitalis akan mengikis nilai kebersamaan dan kegotongroyongan dalam 
masyarakat Indonesia. Sedangkan pasar tradisional menekankan pada ekonomi kerakyatan yaitu 
membangun sistem ekonomi dengan penekanan untuk meningkatkan kehidupan masyarakat 
kelompok bawah.  Seperti halnya para pelaku ekonomi dipasar tradisional menyangkut hajat hidup 
masyarakat yang lebih banyak dan mayoritas masyarakat kecil.  
2)  Bentuk Organisasi 
Ciri Organisasi yang ada pada pasar tradisional antara lain: tidak ada struktur yang pasti, 
konvensional, belum adanya pembagian kerja dan spesialisasi, sistem pelayanan sederhana dan 
pengelolaan pasar oleh Pemerintah/BUMN/BUMD/ kerjasama pihak swasta. Sedangkan ciri yang 
ada pada pasar modern antara lain: lebih terstruktur dengan pola manajemen pasar, cenderung 
modern/swalayan, Sudah ada pembagaian kerja/spesialisasi, sistem pelayanan prima dan  modern, 
dan pengelolaan pasar oleh swasta. 
3)  Teknologi 
Teknologi meliputi alat, teknik dan pengetahuan yang dimiliki para anggota masyarakat dan 
digunakan dalam proses pemenuhan kebutuhan hidup.16 Masyarakat lebih tertarik datang ke 
supermarket dan  minimarket yang menyajikan suasana dan kesan nyaman, hal ini karena secara 
psikologi pembeli adalah menginginkan suasana dan kondisi belanja yang akan lebih menarik, 
                                                 
15 Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan (Edisi Ke Lima ). Yogyakarta : STIE YKPN,hal 320 
16 Stephen K Sanderson, Makro Sosiologi Sebuah Pendekatan Terhadap Realitas Sosial , Jakarta, PT Raja Grafindo 
Persada, 2000,hal 111 
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menyenangkan, faktor kepuasan batin dan nilai-nilai praktis akan dirasakan pembeli secara 
langsung jika berbelanja di supermarket atau minimarket.  
Kondisi perbedaan tersebut mempunyai karakteristik : Dua keadaan yang berbeda di mana 
satu keadaan bersifat superior dan keadaan lainnya bersifat inferior yang hidup berdampingan pada 
ruang dan waktu yang sama. Dalam kamus Bahasa Inggris, kata superior bermakna: Pertama, 
bermakna sebagai kata benda yakni, atasan, pemimpin, Kepala Biara. Kedua, bermakna sebagai 
kata sifat yakni, ulung, unggul, tinggi, sombong, tinggi hati, lebih besar dan mulia.17 Sedangkan 
kata inferior bermakna: Pertama, bermakna sebagai kata benda yakni, orang bawahan. Kedua, 
bermakna sebagai kata sifat yakni, rendah mutunya dan kurang cerdas.18 Terkait konflik pasar 
tradisional dan pasar modern terjadi dualisme dimana kelompok pasar tradisional identik dengan 
kelompok inferior dengan pemaknaan  kelompok lemah / berada di bawah, sedangkan kelompok 
pasar modern identik dengan kelompok yang superior dengan pemaknaan kelompok yang unggul / 
lebih besar. Hubungan saling keterkaitan antara elemen – elemen yang superior dengan elemen-
elemen lainnya yang inferior tersebut terbentuk dan berlangsung sedemikian rupa sehingga 
keberadaan elemen – elemen superior yang sangat sedikit atau sama sekali tidak membawa manfaat 
untuk meningkatkan kedudukan elemen – elemen yang inferior. Bahkan di dalam kenyataannya, 
elemen – elemen superior tersebut justru tidak jarang memberikan pengaruh yang negatif elemen – 
elemen yang inferior  
Dari hasil penelitian mayoritas pedagang pasar tradisional menurun untuk omzet dan 
pendapatannya dengan semakin marak berdirinya pasar pasar modern.  Kondisi semacam itu 
memunculkan kesenjangan dan kecemburuan sosial bukan hanya antara pasar tradisional dengan 
pasar modern, tapi semakin meluas mengarah pada konflik horizontal di masyarakat. Akibat kondisi 
kesenjangan antara superior dan inferior tersebut apabila dibiarkan terus akan memperbesar gap 
(kesenjangan) antara pasat modern dan pasar tradisional. Untuk itulah peran pemerintah diharapkan 
hadir untuk  mengurangi gap (kesenjangan) atau derajat superior dan inferior pasar tradisional dan 
pasar modern. Untuk mengurangi kesenjangan diharapkan pemerintah mengeluarkan program dan 
regulasi-regulasi yang secara nyata keberpihakan kepada pasar tradisional. 
C.  PENYELESAIAN KONFLIK PASAR TRADISIONAL DAN PASAR MODERN 
                                                 
17 John M Echols dan Hassan Shadily, Kamus Bahasa Inggris Indonesia  (Cet. XXV; Jakarta: PT Gramedia, 2003), hal. 
569 
18 Ibid,hal 320 
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1. Model Penyelesaian Konflik 
Untuk menyelesaikan konflik dari hasil penelitian dapat dikategorikan dalam 2 (dua) 
penyelesaian yaitu secara preventif dan repfresif. Preventif merupakan suatu pengendalian sosial 
yang dilakukan untuk mencegah kejadian yang belum terjadi. Dari beberapa konflik yang muncul 
telah terdapat beberapa model penyelesaian yang  dapat dilakukan antara lain : untuk pendirian 
pasar modern tidak menyalahi peraturan yang berlaku, diberikan opsi untuk tidak berdiri sebagai 
toko modern dengan arti yaitu dengan sistem tidak pelayanan mandiri dan tidak berbentuk 
minimarket atau supermarket tetapi sebagai toko kelontong, harus menjual dagangan yang tidak 
sama dengan jenis dagangan yang dijual di pasar tradisonal, kemitraan dengan pedagang pasar 
tradisional dan pedagang kecil disekitarnya dan pembatasan jam operasional. Sedangkan secara 
represif, merupakan suatu pengendalian sosial yang dilakukan setelah terjadinya suatu pelanggaran. 
Tindakan represif tersebut beupa penutupan tempat usaha ketika belum memenuhi ketentuan dalam 
pendirian pasar modern.  
2.  Upaya Pencegahan 
Upaya yang harus dilakukan agar toko modern dan pasar trasional tetap hidup berdampingan 
yaitu upaya dari aspek regulasi terkait dengan kebijakan yang berdasarkan demokrasi ekonomi serta 
upaya dari aspek  pelaksanaan antara lain dengan peningkatan pengawasan oleh pemerintah daerah. 
Konflik antara pasar tradisional dengan modern dapat ditekan dengan mengoptimalkan peran 
pemerintah. 
a.   Upaya dari Aspek Regulasi 
Oleh karena itu untuk meminimalisir konflik antara pasar tradisional dan pasar modern  yang 
terjadi diperlukan upaya pengembangan dengan peningkatan pemberdayaan pedagang baik secara 
fisik dan non fisik  dalam suatu kebijakan yang “berpihak”. Regulasi yang jelas dan tegas yang 
mengatur berdirinya pasar modern. Pengaturan baik pendirian pasar modern bertujuan untuk 
menghindari persaingan  usaha yang terlalu frontal atau head to head dan melindungi keberadaan 
pasar tradisional.  
b.  Upaya dari Aspek Pelaksanaan 
Dalam pelaksanaan regulasi tersebut, peran pemerintah diharapkan konsisten dalam 
penegakan peraturan. Penegakan hukum merupakan proses dilakukannya upaya untuk tegaknya 
atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata dalam perlindungan pasar tradisional baik dari 
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sisi peningkatan pemberdayaan pasar tradisioanal baik secara fisik dan non fisik maupun regulasi 
pasar modern seperti masalah pendirian , zonasi, jarak dan jam operasional. 
SIMPULAN 
1.  Perlindungan hukum yang diberikan oleh Pemerintah Kota Surakarta kepada pasar tradisional 
antara lain berupa perlindungan hukum preventif , perlindungan hukum represif dan perlindungan 
hukum fungsional. Perlindungan hukum preventif  ditunjukan dengan adanya peraturan yang 
diterbitkan oleh pemerintah pusat maupun daerah dengan tujuan perlindungan tentang pasar 
tradisional. Perlindungan hukum preventif terimplementasi dalam  program-program antara lain : 
revitalisasi / rehabilitasi pasar tradisonal, pembinaan , pelatihan,  legalisasi usaha pasar tradisional, 
dan kebijakan  pedirian pasar modern. Dalam  pelaksanaan  hukum represif  belum nampak adanya 
hak bagi pedagang untuk membela diri dalam bentuk  keberatan dan banding atas perlakuan dari 
Dinas Pengelolaan Pasar seperti pada pencabutan SHP. Sedangkan perlindungan  hukum fungsional  
agar pasar tradisional dapat berjalan sesuai dengan fungsinya. Perlindungan hukum fungsionl antara 
lain :  kebersihan pasar, keamanan dan ketertiban pasar dan penyelenggaraan air bersih dan 
penerangan 
2. Penyebab konflik antara pasar modern dan  pasar tradisional di Kota Surakarta dapat dilihat 
dari   2 (dua) hal yaitu juridis normatif dan sosiologis. Pelanggaran ketentuan-ketentuan dalam 
pendirian pasar modern berpotensi untuk terjadinya konflik baik dengan pedagang pasar tradisional 
maupun dengan warga masyarakat sekitar. Sedangkan secara  sosiologis  terdapatnya  unsur 
superior dan unsur inferior. Kondisi superior dan inferior tersebut membuat gap (kesenjangan) 
antara pasat modern dan pasar tradisional. Dari gap (kesenjangan) tersebut dapat menimbulkan 
konflik. Untuk memperkecil  gap tersebut dibutuhkan peran pemerintah secara konkret untuk 
mengangkat pasar tradisional agar tidak semakin jauh tertinggal dengan pasar modern. 
3. Untuk menyelesaikan konflik dari hasil penelitian dapat dikategorikan dalam 2 (dua) 
penyelesaian yaitu secara preventif dan persuasif.  Dari beberapa konflik yang muncul telah 
terdapat beberapa model penyelesaian yang  dapat dilakukan antara lain :   untuk pendirian pasar 
modern tidak menyalahi peraturan yang berlaku,  diberikan opsi untuk tidak berdiri sebagai toko 
modern dengan arti yaitu dengan sistem tidak pelayanan mandiri dan tidak berbentuk minimarket 
atau supermarket  tetapi sebagai toko kelontong, harus menjual dagangan yang tidak sama dengan 
jenis dagangan yang dijual di pasar tradisonal, kemitraan dengan pedagang pasar tradisional serta 
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pedagang kecil disekitarnya , dan  pembatasan jam operasional. Sedangkan secara represif tersebut 
antara lain penutupan tempat usaha ketika belum memenuhi ketentuan dalam pendirian pasar 
modern.  Sedangkan upaya pencegahan konflik antara lain dari aspek regulasi berupa  dengan 
peningkatan pemberdayaan  pasar tradisional baik baik secara fisik dan  non fisik  dalam suatu 
kebijakan yang  berpihak serta aspek pelaksanaan dimana dalam pelaksanaan regulasi tersebut, 
diharapkan konsisten dalam pelaksanaannya.  
REKOMENDASI 
1. Penulis merekomendasikan kepada pembuat kebijakan  dilingkungan  Pemerntah Kota Surakarta 
sebagai berikut :  
a.   Untuk adanya  perbaikan peraturan –peraturan tentang Pengelolaan dan Perlindungan Pasar 
Tradisional. Peraturan yang tidak hanya sebagai payung hukum bagi penyelenggaraan 
pemerintahan, tetapi juga sebagai instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan 
pemerintahan kepada masyarakat. Dalam  perbaikan peraturan –peraturan tentang pengelolaan 
dan perlindungan pasar tradisional juga harus mensinkronisasi terhadap peraturan perundang-
undangan yang berlaku untuk merespon perkembangan peraturan perundang-undangan yang 
ada dan perkembangan kondisi masyarakat saat ini. Peraturan yang lebih menjamin adanya 
perlindungan hukum preventif, refresif dan fungsional terhadap keberadaan pasar tradisional.   
b. Perlu meningkatan  program revitaliasi pasar  tradisional. Program yang tidak hanya 
menitikberatkan pada  fisik infrastruktur saja tetapi juga perbaikan non fisik melalui 
revitalisasi manajemen pengelolaan pasar agar lebih profesional dan peningkatan SDM 
pedagang pasar maupun pengelola pasar.    
c. Semakin meningkatkan dan  konsisten dalam pengawasan serta penegakan hukum 
perlindungan pasar tradisonal  seperti penegakan  hukum  mengenai perijinan, zonasi, jarak 
dan kemitraan pasar modern terhadap pasar tradisional. 
2. Penulis juga merekomendasikan bagi Pedagang dan pengelola pasar tradisional dengan 
meningkatnya persaingan dengan pasar modern dituntut pola perubahan-perubahan pola perilaku 
dan  pola kerja. Kebiasaan yang tidak mendukung  keberlangsungan pasar tradisonal seperti 
kurang menjaga kebersihan , keamanan, kenyamanan dan ketertiban pasar tradisional harus 
segera dibenahi sehingga pengelola pasar sehingga pengelola pasar dan pedagang  dapat 
bersinergi dalam meningkatkan pelayanan kepada konsumen. 
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